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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/PER/M.KUKM/III/2016

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur

organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu

mengganti Peraturan Menteri Nomor

11/Per/M.KUKM/IX/2014 tentang Kelas Jabatan Di

Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

06/PER/M.KUKM/VI/2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2014

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang
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Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

www.peraturan.go.id



2016, No.421
-3-

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2014 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 106);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan

Kinerja Pegawai Negeri;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1636);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor

08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan

fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan.

2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan

tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian
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susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda

dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal

tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat

persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai

dasar penggajian.

3. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil

yang dimiliki saat ini.

4. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai

suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan

kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan

terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan

kelas jabatan.

5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi Negara.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan

pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta

bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan

dengan angka kredit.

7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 2

Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional

Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 3

Penetapan nama pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian

berdasarkan usulan dari Eselon I.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2014 tentang Kelas

Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

06/PER/M.KUKM/VI/2015, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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